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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

ASN harus mempunyai orientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada

masyarakat. Kementerian kelautan dan Perikanan telah mei.~rbitkan Peraturan Meteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/201¢6 e...on> Kode Etik dan Kode

Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementer.. n Kelautan dan Perikanan.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa nila: nin.’ dasar yang harus dijunjung tinggi

oleh setiap ASN di lingkungan Kementerian melipu . :

1.

Cerdas (smart) untuk mewujudka~ ASN 'i lingkungan Kementerian yang berpikir
positif, optimis dan berwawasan Iu>s serta mampu menyelesaikan tugastugas
pekerjaan/kedinasan yang a.>erikan, dan mampu mengambil keputusan dengan

cepat dan akurat;

. Akuntabel untuk me ujudkan ASN di lingkungan Kementerian yang jujur, tanggung

jawab, dan dapat diperc v-,,
Integritas ur.'u.. mewujudkan ASN di lingkungan Kementerian yang patuh pada
peraturan pert ~dangundangan dan moral yang berlaku dalam kehidupan berbangsa

dan oern-_7ra;

. Loyalitas v.tuk mewujudkan ASN di lingkungan Kementerian yang setia dan taat

kepada unit kerja, Kementerian, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Inovatif untuk mewujudkan ASN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
yang mampu berfikir kreatif dan berdaya guna demi kemajuan unit Kerja,
Kementerian, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Kerja sama untuk mewujudkan ASN di lingkungan Kementerian yang mampu
bekerjasama dengan baik antara atasan, bawahan, dan sesama, mempunyai

solidaritas, serta berorientasi pada kemanfaatan;

. Disiplin merupakan perwujudan sikap mental dan perilaku ASN di lingkungan yang

mencerminkan ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan;
Profesional merupakan keahlian di lingkungan Kementerian dalam menyelesaikan
tugasnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;

Pelayanan prima untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pihak

terkait yang membutuhkan pelayanan.



Etika juga disebut sebagai nilai normative karena berisi tentang ketentuan-
ketentuan dan norma-norma yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang
merupakan cabang filsafat yang mempelajari pandangan dan persoalan yang
berhubungan dengan masalah kesusilaan dengan demikian dapat dikatakan bahwa
etika ialah penyelidikan filosofis mengenai kewajiban-kewajiban manusia, dalam hal
yang baik dan buruk. Etika tidak membahas keadaan m.nusia, tetapi membahas

bagaimana manusia itu seharusnya bertingkah laku.

Kode etik merupakan aturan-aturan susila atau sika, akhlak yang ditetapkan
bersama dan ditaati bersama oleh para anggota, y. ng ' . -*abung dalam suatu organisasi,
oleh karena itu kode etik merupakan sua*u bentu - persetujuan bersama yang timbul
secra murni dan diri pribadi dari para a~aaota *una mengatur tingkah laku para anggota
organisasi sehingga mampu memb.rikan sumbangan yang berguna dalam

pengabdiannya di masyarakat.

Selanjutnya dalam pelaksanaa.i1 dan penerapan terkait kode etik tersebut, perlu
dilakukan monitoring da: evaluasi disiplin dan kode ektik pegawai agar aturan-aturan
serta norma yang tertuang de.' .m peraturan tersebut dipastikan berjalan dengan baik dan
diterapkan oleh »ey. vai di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing

Produk Ke'~utan d. n Perikanan.

. Tujuan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan disiplin dan kode etik pegawai bertujuan untuk:

1. ASN menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian;

2. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif di lingkungan
Kementerian;

3. Saling menghargai dan menghormati serta bersikap santun kepada sesama ASN
di lingkungan Kementerian, bawahan, atasan, dan masyarakat;

4. Memberikan pelayanan secara profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat
waktu, taat aturan, adil, serta tidak diskriminatif terhadap pemangku kepentingan
(stakeholder) Kementerian;

5. Menjaga dan meningkatkan nama baik serta martabat ASN di lingkungan

Kementerian;



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama ASN di lingkungan
Kementerian;

Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri;

Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja instansi Kementerian;
Menjalin kerja sama secara kooperatif baik internal Kementerian maupun dengan
kementerian/lembaga lain;

Mematuhi standar operasional prosedur Kementer. -, , 2= .~lah ditetapkan;
Bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, 1an mengamankan semua
barang milik negara yang dikelola oleh K n..~terian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

Berperan aktif dalam mewujudkan wilay ~h bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi
bersih dan melayani di lingkungar, Keme:..erian;

Inovasi terhadap pengemk ~ngan diri 1 iaupun instansi;

Berani mengambil keputus 'n secara cepat dan tepat sesuai dengan
kewenangannya;

Memiliki komitmen, ded”.asi, perhatian, dan kepedulian yang tinggi dalam
menjalank- ~ tugas;

Membangki <? « kesadaran dan rasa memiliki (ownership) terhadap Kementerian
da’. sektor ke autan dan perikanan; dan

Me. cncan (kan dan menggunakan anggaran Kementerian secara jelas, efisien, dan
tepat sasaran

Menjunjung nilai-nilai dasar oleh setiap ASN di lingkungan Kementerian meliputi:
Pelayanan

Akuntabel

Kompeten

Harmonis

Loyal

Adaptif

Kolaboratif

@ = 0o o0 T o



C. Ruang Lingkup

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini terdapat ruang lingkup sebagai berikut:

1. Nilai-nilai dasar

1)

Berorientasi Pelayanan :
a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat,
b. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
c. melakukan perbaikan tiada henti.
Akuntabel
a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertc ~ggung jawab, cermat, serta disiplin
dan berintegritas tinggi;
b. menggunakan kekayaan dar. bara:.,, Jilik negara secara bertanggung jawab,
efektif dan efisien;
c. tidak menyalahgunakan . *wenangan jabatan.
Kompeten
a. meningkatkan ompriensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu
berub~h;
b. membe 1t 0icg lain belajar;
c melaksa akan tugas dengan kualitas terbaik
v Tanon
a. i..enghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
b. suka menolong orang lain;
c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
Loyal
a. memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah;
c. menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta
menjaga rahasia jabatan dan negara.
Adaptif
a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;

c. bertindak proaktif.



3.

1.

7) Kolaboratif
a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah

c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku

Setiap ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan yang terbukti melenagar Kode Etik dan Kode Perilaku

dikenakan:

a. Sanksi moral; dan/atau

b. Hukuman disiplin.

Tata cara pemeriksaan

a. Pembentukan Tim Pemeriksa

b. Mekanisme Pemen. raar

. Dasar Hulk'm

Pera. *~.a M nteri Kelautan Dan Perikanan nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberian

Tunjang.... Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Permen KP Nomor 3 tahun 2016 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai di

Lingkungan KKP
Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara;

Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode

etik pegawai negeri sipil

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
5);



. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2018 tentang
Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1605);

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan F >rikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114).

. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pedoman Kode E*'« uwn Kode Perilaku Bagi Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Direktora. Jender | Penguatan Daya Saing Produk

Kelautadan Perikanan

. Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun .*021 tentang Disiplin Pegawai.



BAB I
PELAKSANAAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI

Dari semua kewajiban ASN lingkup Direktorat jenderal Penguatan Daya Saing Produk

Kelautan dan Perikanan secara umum, ASN melakukan ketatan yang baik, dapat

digambarkan sebagai berikut :

a.

Menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan Dir. ktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

Menciptakan dan memelihara suasana kerja yar - kondusif di lingkungan Direktorat
Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Ke.~utan a.in Perikanan;

Saling menghargai dan menghormati ~eria . sikap santun kepada sesama ASN di
lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Maya Saing Produk Kelautan dan Perikanan,
bawahan, atasan, dan masyarake serta memberikan pelayanan secara profesional,
responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, adil, serta tidak diskriminatif
terhadap pemangku kep. ntino-.n (stakeholder) Direktorat Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Ferikanan;

Menjaga dan menir gka'kan nama baik serta martabat ASN di lingkungan Direktorat
Jendera' -enguate 1 Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

Menjag. .an aenjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama ASN di lingkungan
Direktorat v.iideral Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan,;
Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri;

Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

Menijalin kerja sama secara kooperatif baik internal Direktorat Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan maupun dengan eksternal unit kerja,
instansi/lembaga lain;

Mematuhi standar operasional prosedur Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan;

Bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan semua
barang milik negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan;



k. Berperan aktif dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi
bersih dan melayani di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan;

I.  Inovasi terhadap pengembangan diri maupun instansi;

m. Berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat sesuai dengan kewenangannya,;

n. Memiliki komitmen, dedikasi, perhatian, dan kepedulian yang *inggi dalam menjalankan
tugas;

o. Membangkitkan kesadaran dan rasa memiliki (ownership) t. -hadap Direktorat Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan rc*kanan dan sektor kelautan dan
perikanan;

p. Merencanakan dan menggunakan anggararn Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing

Produk Kelautan dan Perikanan secara ‘<las, <..sien, dan tepat sasaran.

Pelaksanaan kode etik dan kc e perilaku pegawai pada Direktorat Jenderal
Penguatan Daya Saing T -oduk Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan dengan
mengacu kepada Keputusan D. =k“dr Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan Nomor 1 ' Tahun 2021 tentang Pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi
Aparatur Sipil Negare dJi Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk

Kelautadan Perik~~an.



BAB I
ANALISA DAN PEMBAHASAN

Penerapan Disiplin Pegawai

Penerapan disiplin pegawai dilakukan secara terus-menerus untuk meminimalkan
penyimpangan atau pelanggaran dalam rangka penegakan Pera “iran terkait disiplin dan
etika pegawai serta mengetahui produktivitas hasil kerja, pres.si keiju atau kinerja pegawai
yang merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pega.vai. Kinerja pada level ini
dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerj)an <1 manejemen pekerjaan serta

karakteristik individu.

Hukuman diperlukan dalam mening. =u..~ ¥ disiplinan dan mendidik pegawai supaya
menaati semua peraturan organisasi. Pembe.'an hukuman harus adil dan tegas terhadap
semua pegawai. Dengan keadilan « n ketegasan, sasaran pemberian hukuman akan
tercapai. Peraturan tidak berdampingan dengan pemberian hukuman yang tegas bagi
pelanggarnya bukan menjac’ alat renyidik bagi pegawai. Kedisiplinan harus ditegakkan
dalam suatu organisasi. Tanpa wakungan disiplin pegawai yang baik, sulit organisasi untuk
mewujudkan tujuann ‘a.. .. kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu organisasi dalam

mencapai tuir . inya.

Dalai.. peng matan selama semester | tahun 2025, kewajiban dan larangan telah
diperhatikan oleir pegawai Ditien PDSPKP, baik kewajiban ataupun larangan yang tertera

peraturan yang berlaku yaitu :

1. Kedisiplinan pegawai terhadap pengisian kinerja pegawai pada aplikasi SKP BKN, telah
ditemukan pegawai dengan Predikat Kinerja Periodik dibawah Ekspektasi dan
mendapatkan pemotongan tunjangan kinerja selama bulan pada bulan April s.d Juni
2025 yaitu:

No Nama Unit Kerja Keterangan

Triwulan |

1 Sekretariat Predikat : Butuh Perbaikan

_ Direktorat Predikat : Tanpa rating

Logistik




No Nama Unit Kerja Keterangan

Triwulan Il
1 _ Sekretariat Predikat : Butuh Perbaikan
2 _ Direktorat Predikat : Kurang
) Pemasaran
3. _ Direktorat Pradika. © Tanpa rating
Logistik

2. Kepatuhan sebagai PNS terhadap PP nomor 94 »'.un 2021 tentang disiplin Pegawai
Negeri Sipil yaitu perbuatan berupa integn.>s dan eteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan dan Tindakan kepada orany. ba.. ™ dalam maupun diluar kedinasan, telah

ditemukan pegawai yang terbukti melakuk.n pelanggaran tersebut yaitu:

No Nama Unit Kerja Keterangan

1. Sekretariat Pelanggaran PP nomor 94 tahun

2021 pasal 3 huruf f

N

28 hari kerja

“ Direktorat Logistik akumulasi ketidakhadiran lebih

Permasalahar ~un hambatan
Permasalahan dan hambatan dalam penegakan disiplin pegawai di lingkungan

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berasal dari:

No Nama Unit Kerja Permasalahan Hambatan

Triwulan |

’ Sekretariat | Predikat : Butuh | Alasan : Sakit

2 Direktorat Predikat : Tanpa | Alasan : Tidak
' — Logistik rating melakukan  pengisian

SKP

Triwulan |l

Sekretariat Predikat : Butuh | Alasan : Sakit
Perbaikan

—




No Nama Unit Kerja Permasalahan Hambatan
o — Direktorat Predikat : Kurang | Alasan : Rating Perilaku
Pemasaran Kerja Dibawah
Ekspektasi
3. Direktorat Predikat : Tanpa | Alasan : Tidak
— Logistik rating melakukan  pengisian

SKP




BAB IV
PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi disiplin dan pelaksanaan kode etik ini dibuat dalam
rangka melihat ketaatan pegawai dalam memenuhi peraturan-peraturan disiplin sekaligus
peningkatan profesionalitas pegawai yang selalu dilakukan eva tasi pada tahun berjalan
lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk .. *at. dan Perikanan. Pada
semester | tahun 2025 pada dasarnya terdapat 2 (dua) pegawai ~erlu dilakukan pembinaan
dan kondisi ini harus diperhatikan oleh para pimg ne. terutama atasan langsung agar
pegawai semakin memperhatikan atau memenuhi kev. jiban sebagai Pegawai Negeri Sipil

untuk mewujudkan ASN yang handal, professior. >l dan iebih produktif.

Setiap ASN di lingkungan Direktoict Jenderal Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan yang terbu: ‘i melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan
berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ta. cara maupun proses penjatuhan hukuman disiplin
dilaksanakan sesuai deng. n ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang disiplin PNS guna men. ‘ot .kan budaya kerja yang kompeten, inovatif, berintegritas,

trasnparan dan akui e !



